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* Pada aktivitas menyusun naskah urgensi, draft naskah peraturan badan dan melakukan konsultasi publik. Konsultasi publik dilakukan untuk memperoleh masukan dari masyarakat dalam penyusunan peraturan badan dan dilakukan mulai dari
perencanaan hingga sosialisasi.
** Pada aktivitas melakukan harmonisasi draft naskah peraturan badan melibatkan Kementerian/Lembaga Terkait, dengan pemegang kegiatan harmonisasi adalah Kemenkumham.
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